
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 2A TAHUN2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR'

Menimbang: a. bahwa sesuai usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) tentang kegiatan Tahun Anggaran 2012 yang tidak

selesai dan dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2013 serta

memperhatikan kebijakan penyusunan APBD sesuai

Permendagri Nomor 37 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, mal<a Peraturan

Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2012

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2O13 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara

Timur Nomor 45 Tahun 2Ol2 terLar,g Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan'Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 62, Tarr.bTh,an Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 35691; I
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undalg-Undang Nomor 28 Talun 1999 tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tartbahan Lembaraa Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Taiun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Nega,ra Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencaaaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lO4,Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaraa Nega-ra

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tampahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia
tl

Nomor aSaal; Ir
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11.

t2.

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O04 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinal dan Anggota

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4

Nomor 90, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2OO7 tentaag Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 407, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang

Starrdar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49' Tambahan

trmbaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik

Indonesia Nomor 4575);

l5.PeraturanPemerintahNomor56Tahun2005tentangSistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Nega-ra Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.,
Nomor a5771; /

L
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t7.

18.

19.

20.

2t.

22.

Peraturar Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan darr Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

46t4l,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1

tentang Perubahan Kedua Atas Peratural Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Ta,hun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedomaa Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber Dari Anggaraa Pendapatan Dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2 tentang
Peruba-han Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2oll tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Angga,ran Pendapatan

Dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2OI2

tentang Pedoman Penyu sunan AnggarT Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun AnggaranZOIS; 

l.
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23.

25.

26.

Menetapkan:

24.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8

Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Tahun 2O04 Nomor 327 Seri A Nomor

006) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 8 Tahun 2OO7 tent-ang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Daerah Frovinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8

Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur ([,embaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 0O8 Seri A Nomor

oo4);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2

Tahun 20O8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2OO8 Nomor 0O2 Seri A Nomor 0O1, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

oot2);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7

Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (l,embaran

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2OO8 Nomor

007 Seri E Nomor O05, Tambahan kmbaran Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor OO16);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor lO
Tahur, 2Ol2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2013 (kmbaran Daerah Provinsi

Nr.rsa Tenggara Timur Tahun 2O12 Nomor O1O);

MEMUTUSKAIY:

PERATURAN GUBERITUR TENTANG PERUBAIIAN

PERATURAN GUBERTTUR NUSA TEIT(X}ARA TIMUR
TTOMOR 45 TAIIUil 2OI2 TENTANG PEITJABARAN

AI{GGARAN PEITDAPATAN DAN BELIIJTJA DAERAH

TAHUN ANGIGARAN 2O,3. I
,
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor

45 Tahun 2Ol2 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2012 Nomor 045) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Angga-ran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula

berjumlah Rp.2.400.818.255.950,-,- bertambah sejumlah

Rp. 13.389.625.644,- sehingga menjadi Rp. 2.414.2O7.881.594,- dengan

rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah setelah Perubahan

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Setelah Perubahan

Surplus/Delisit Setelah Perubahan

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

1). Semula
2). Bertamba-h/ (berkurang)

Jumlah setelah Perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan

1). Semula
2). Bertambah/ (berkurang)

Jumlah setelah Perubahan

Jumlai pembiayaan netto setelair
perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

Rp. 2.342.342.049.000,-
Rp. 0.-
Rp. 2.342.342.049.000.-

Rp. 2.400.8 18.255.950,-
Rp. 13.389.625.644.
Rp. 2.4 14.207.88 1.594,-

Rp. (71.865.832.594\,-

Rp. 118.346.206.950,-
Rp 13.389.625.644.-
Rp. 131.735.832.594,-

Rp. 59.870.000.000,-
Rp. O.-

Rp. 59.870.000.000,-

Rp. 71.865.832.594,-

perubahan Rp.
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2. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah

sebagaimana tercantum dalam L,ampiran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

1. t ampiran I Ringkasan Pembahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran

2013;
2. Larrrpiran II Rincian Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran

20L3.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2013

Diundangkan di Kupang
pada tanggal

/""***oos DAERAH PRovtNSI(,, 
NUSA Ty'}IGGARA TIMUR, ryl11ly,,A

L 
"*on"riirs 

sALEu

BEzuTA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR

2013

ttf cueenuuR NUSA TENGGARA TIMUR,

It..


